o

| RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN

(RENSTRA)
TAHUN 2021-2026
I’ DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN
'. KABUPATEN PANGANDARAN

KAB. PANGANDARAN
HENEEEEREENARRRERRNENEEER

I DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
| PERSANDIAN

KABUPATEN PANGANDARAN
2022




PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,

STATISTIK DAN PERSANDIAN
Jalan Raya Parigi, Karangbenda Telp./Fax (0265) 7500518 Parigi 46393
email: kominfo.pan&miarankab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PANGANDARAN
Nomor: 0 /KPTS- 0 -4/DKISP/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN (RENSTRA)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN,

Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya efektifitas dan optimaiisasi perencanaan
pembangunan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
sesuai arah kebijakan dan visi misi Kepala Daerah maka perlu disusun
Rencana Strategis Perubahan (Renstra) Tahun 2021-2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudhuruf a
maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran tentang
Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perubahan Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten

Pangandaran Tahun Z20Z21-2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung jawab Keuangan Negara {Lembaran WNegara Repubiik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten
Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5363);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga (Lembaran

Negara Republik indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 178);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor 6322);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4664);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
{Lembaran Negara Repubilk indonesia ‘Tahun 2016 Nomor 114);

16. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang
Laporan dan Evaiuasi Penyeienggaraan Pemerintahan Daerah;

19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015
tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika
Tahun 2015-2019 sebagimana telah diubah Peraturan Menteri Komunikasi
dan Informatika Nomor 21 Tahun tentang Perubahan atas Peraturan
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Menetapkan

Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 Tentang
Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-
2019;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

22.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi jJawa Barat Tahun 2009-2029
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E);

23. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa
Barat {Lembaran Daeran Provinsi jawa Barat Tahun 2010 Nomor 79 Seri
E);

24, Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD} Kabupaten
Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran
(Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);

27.Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Urganisasi Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pangandaran;

28. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas
Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana telah diubah Peraturan
Bupati Pangandaran Nomor 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi,
Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian.

MEMUTUSKAN:

Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Pangandaran Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana
Strategis Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Pangandaran, dengan susunan Personalia sebagaimana tersebut
dalam lampiran keputusan ini;



KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis Perubahan (Renstra) Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-
2026 sebagaimana Diktum Pertama dimaksud mempunyai tugas:

a.

menyajikan data target dan hasil capaian indikator kinerja utama (IKU),
indikator program, kegiatan periode sebelumnya;

mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
mencapai target indikator periode lalu;

menyajikan data time series selama 4 tahun terakhir atas aspek-aspek
dan urusan yang ditangani OPD;

melakukan telaah atas relevansi indikator kinerja utama terhadap urusan
yang ditangani OPD;

melakukan pembahasan identifikasi isu strategis yang berkembang di
masyarakat;

melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis
gambaran pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Pangandaran;

melaksanakan telaah rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran
OPD;

melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program
dan keglatan sesual dengan tugas dan fungst Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran;
melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka
optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan
sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan Bupati kepada
Kepala Dinas;

melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan SKPD disusun
berdasarkan pendekatan Kkinerja, perencanaan dan penganggaran
terpadu;

menyusun dan mengkompiiasi data dalam rancangan rencana strategis
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten
Pangandaran tahun 2021- 2026;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangandaran
Pada tanggal 03 Oktober 2022
Dinas Komunikasi, Informatika,
~ -Statistik dan Persandian

bt "‘1?(?{15; aten Pangandaran
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PANGANDARAN

Nomor:

060 /KPTS- 0%§-4 /DKISP/2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PANGANDARAN

SUSUNAN DAN PERSONALIA
No. KeUdUk"_m Kedudukan Dalam Jabatan Nama
Dalam Tim
1, | Ketua Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, | JAJA NURULHUDA, ST.,
Statistik dan Persandian M.Dev.Plg
2. | Sekretaris Sekretaris Dinas ADE KUSWAYA, ST
3. | Anggota Kepala Bidang Aplikasi, Informatika dan | BENNY, S.Sos
Persandian
4. | Anggota Kepala Bidang Pengelolaan Informasi, | IQBAL ADITYA PANGESTU,
Komunikasi Publik dan Statistik S.Kom
5. | Anggota Plt. Kepala Seksi Statistik Sektoral IQBAL ADITYA PANGESTU,
S.Kom
6. | Anggota | Kasubag Program dan Keuangan | MARLIA HERLIA, S.IP
7. | Notulen Operator TESYA SRI SEPTIANI, S.AP.

Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian

— Kabupaten Pangandaran

.Dev.Plg.
na Utama Muda, IV/c

. 19720106 199803 1 002




PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan Raya Parigi, Karangbenda Telp./Fax (0265) 7500518 Parigi 46393

email: kominfo.pangandarankab@gmai].com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,

STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PANGANDARAN
Nomor: 056 /KPTS- 03§ b/DKISP/2022
TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN (RENSTRA)

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021 - 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN,

Menimbang

Mengingat

coa.

bahwa sebagai tindak ianjut Rencana Pembangunan jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026, dan dalam
rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang transparan,
responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan
berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik,
perlu disusun dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan |
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Kepubiik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten
Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5363);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 178);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4664);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2007 Nomor 82);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
{Lembaran Negara Repubilk indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

16. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republiik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang
Laporan dan E£vaiuasi1 Penyeienggaraan Pemerintahan Daerah;

19.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015
tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika
Tahun 2015-2019 sebagimana telah diubah Peraturan Menteri Komunikasi
dan Informatika Nomor 21 Tahun tentang Perubahan atas Peraturan



Menetapkan

KESATU

Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 Tentang
Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-
2019;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

22.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E);

23. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa
Barat {(Lembaran Daeran Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 79 Seri
E);

24, Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran
(Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);

27.Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan
UOrganisasl dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pangandaran;

28. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas
Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana telah diubah Peraturan
Bupati Pangandaran Nomor 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi,
Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG RENCANA STRATEGIS

TV TS

DAN PERSANDIAN KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021-2026.

Menetapkan Rencana Strategis Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika,



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026,
sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian vang tidak
terpisahkan dari keputusan ini.

Rencana Strategis Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Pangandaran sebagaimana Diktum KESATU yang
selanjutnya disebut Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Renstra Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi
pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian Tahun 2021-2026.

Sistematika Penulisan Renstra Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika,

Statistik dan Persandian Tahun 2021-2026 meliputi :
a. BABI PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan
tujuan, dan sistematika penulisan.
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INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas
Komunikasi, Informatika, Statisti dan Persandian,
Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik
dan Persandian, Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian, dan Tantangan
dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

c¢. BABII : ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan
Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian, Telaahan Visi,
Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra
inspekturat Provinsi, Telaahian Rencana Tata Ruang
Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan
Penentuan Isu-Isu Strategis.

d. BABIV TUJUAN DAN SASARAN

A Aasvrzsontd Thslssmnsm darm Carnsarnm Tam~l-a Mo am~nl MNwao
mi<iiiuan 1 u]uau uail Jadai ait jdlisl\d méueusuu i7111ad

Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian.

e. BABV STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan
strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam
lima tahun mendatang.



f.  BABVI

®
to

h. BABVIII

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan
kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan
pendanaan indikatif.

KINERJA PE

»
&

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja
Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan
kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam
lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

PENUTUP

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangandaran
Pada tanggal 0] Oktober 2022
Dinas Komunikasi, Informatika,

Statistik dan Persandian
<« ! Kgbupaten Pangandaran

K /\'
"|ﬁiA.,Nu;aIUDA. ST.. M.Dev.Plg.

Pe a Utama Muda, IV/c
NI, 19720106 199803 1 002




LAMPIRAN

KEPUTUSAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR: 060

/KPTS- 9% 4 /DKISP/2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PANGANDARAN

SUSUNAN DAN PERSONALIA
No. Keuduk:.m Kedudukan Dalam Jabatan Nama
Dalam Tim

1. | Ketua Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, ! JAIA NURULHIIDA, ST,
Statistik dan Persandian M.Dev.Plg

2. | Sekretaris Sekretaris Dinas ADE KUSWAYA, S.T., MM

3. | Anggota Kepala Bidang Aplikasi, Informatika dan | BENNY, S.Sos
Persandian

4. | Anggota Kepala Bidang Informasi, Komunikasi DUDUNG CAHYADI, S.Pd., M.Pd.
Publik dan Statistik

5. | Anggota Plt. Kepala Seksi Statistik Sektoral IQBAL ADITYA PANGESTU,

S.Kom
6. | Anggoia Kasubag Program dan Keuangan MARLIA HERLIA, S.iP
7. | Notulen Operator TESYA SRI SEPTIANI, S.AP.

Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian

~ Kabupaten Panga}dm'an

NIP."19720106 199803 1 002




KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan izin -Nya kami
dapat menyusun dan menyelesaikan Rencana Strategis Perubahan Dinas Komunikasi,
informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2022Z.

Sesuai amanat undang-undang nomor 25 tahun 2005 tentang sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan peraturan menteri dalam negeri no 54 tahun 2010 bahwa instansi di
Kabupaten/Kota wajib menyusun Rencana Strategis SKPD.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran adalah
unit organisasi yang merupakan unsur pembantu pimpinan dan mempunyai tugas untuk
melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah meliputi urusan Bidang Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian.

Penyusunan Rencana Strategis Perubahan tahun 2021-2026 ini dapat berjalan dengan
optimal, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, serta menghasilkan data yang akurat,
objektif, transparan dan komprehensif tidak lepas dari partisipasi, koordinasi, konsolidasi, dan
pembahasan bersama. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada semua pihak yang telah melancarkan pelaksanaan serta memberikan masukan agar
Penyusunan Renstra yang akan datang dapat berjalan lebih baik lagi

Demikian penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandraan Tahun 2021-2026 semoga dapat bermanfaat

bagi semua pihak yang berkepentingan.

Parigi, ¢7 Oktober 2022

Vﬁp'] o Dlﬂ(\(‘ ‘V(\mliﬂll(’,\oi, Infcrn‘\'\flka,

Statistik Dan Persandian

Kabupaten Pangandaran

emhina [Ttama Muda I'V/c

NIP. 19720106 199803 1 002



Renstra Perubahan Diskowinfo 2021-202¢6

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana S afpn;s Parithahan (pnneﬁa) Dinac I(nmnnﬂ(ac;, Infermoﬁlrn quﬁcﬁ]{ dan

Persandian Tahun 2021-2026 adalah pedoman untuk arah pembangunan di bidang
komunikasi dan informatika, statistik dan persandian di Kabupaten Pangandaran sebagai
rencana kerja untuk lima tahun kedepan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Pangandaran. Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian sebagai penjabaran rencana kerja Bupati yang tertuang dalam RPJMD yang
mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah dalam upayanya mewujudkan tata kelola
atau tata lakeana pemerintahan yang berbasis elektronik atau terkomputerisasi.

Renstra Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam
penyusunannya terlebih dahulu dengan menelaah visi dan misi Bupati sebagai janjinya
kepada masyarakat serta program kerja Bupati untuk lima tahun yang tertuang dalam
RPJMD .

Renstra Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021-
2026 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPIPN Kahiimatan andar: Tahiin MN1A.2908 dan Rancana Pamhanoiman Tanaola
sl at) Ladupaien 4 FA gan xfLr b4 S 1 Jangxa

anao AN
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Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026, yang merupakan
penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran periode 2021-2026.
Renstra ini dimaksudkan sebagai informasi dan rujukan dalam pelaksanaan program dan
kegiatan sekaligus bahan kebijakan teknis Dinas dengan tetap memiliki korelasi dengan visi
dan misi pemerintah Kabupaten Pangandaran. Sebagai leading sektor di bidang komunikasi
dan informatika, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam Renstra
tahun 2021-2026 akan berfokus mewnjudkan Meningkatkan kapasitas tata  kelola

pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima dengan tujuan

meningkatnya tatalaksana pemerintahan berbasis elektronik.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momer 3851 )

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286 );

3. Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355 );
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran

Ai Pravinei Tawa Rarat { T amharan Nacara Ranuhlil- ITndanecia Tahiin 7019 Nlamar 721
1 Crovinel Jawa o \ A an hEgara HRLpul.il il H AV INOIOT L2V,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363 );

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementrian Negara/l embaga (Lembaran Negara Republik Indonesi
2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 178);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575 );

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

NTA"')"’] DQ“I“\‘;]’ anlr\nnc;a \ HNINMAr KQ’,’)\'
ARCEAG AT/ aien A1/ Das L ARLLAUL AT e S

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664 );

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

tang Pem Jrusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Dacrah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
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dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pangandaran Nomor 10);

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pangandaran;

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi,
Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 76 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi,

Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

1.3 Maksud dan Tujuan

A.

tw

Maksud

Renstra Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021

- 2026 dimaksudkan sebagai pedoman arah pembangunan di bidang komunikasi dan

informatika serta statistik dan persandian dalam rangka ikut mewujudkan visi, misi dan

program pembangunan Bupati Terpilih masa bakti 2021 -2026, sehingga seluruh upaya

yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bisa sinergis, koordinatif, kolaboratif yang

saling melengkapi satu dengan yang lainnya.

Tujuan

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar penanganan
pembangunan daerah dan gambaran pengelolaan keuangan daerah sebagai dasar
penentuan kapasitas pendanaan 5 (Lima) tahun kedepan;

2. Menerjemahkan Visi dan Misi Dearah kedalam sasaran strategis pembangunan Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tahun 2021 - 2026;

3. Menetapkan berbagai program prioritas disertai dengan target kinerja yang akan
dilaksanakan pada tabun 2021 - 2026;

4. Menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar penilaian dan pengukuran

keberhasilan pembangunan periode 2021 - 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian Tahun 2021 - 2026, terdiri dari 8 (delapan) bab sebagai berikut :
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Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29
Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana

Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019 sebagimana telah

Ainthah Paratiira
guiban reratlur

an Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015
Tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E);

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinst Jawa Barat (Lembaran Daeran
Provingi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 79 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangapdaran {Iembaran Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan

13



BAB I1

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN

2.1

2.2

PERSANDIAN

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terbentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran pada Pasal 3 ayat 15 yang menyebutkan
tugas pokok Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang
Statistik.
Berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 76 Tahun Tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata
Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, sebagian urusan layanan e-gevernment,
pengelolaan infrastruktur dan statistik dan melaksanakan sebagian urusan pengelolaan
informasi, komunikasi publik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah.
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan

Persandian Kabupaten Pangandaran mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan bidang aplikasi, informatika dan persandian dan informasi, komunikasi

publik dan statistik;
b. Pelaksanaan kebijakan bidang aplikasi, informatika dan persandian dan informasi,

komunikasi publik dan statistik;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada bidang aplikasi, informatika dan persandian dan

informasi, komunikasi publik dan statistik;
d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

e¢. Pelaksnaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

2.2.1 Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana yang telah ada pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian antara lain adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6 Sarana dan prasarana

No. Jenis Barang/Nama Barang Jumlah Kondisi
1 | Minibus 3 baik ]
2 | Motor 2 baik

Page | 6
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BAB 1| PENDAHULUAN
Menjelaskan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan,
Sistematika Penulisan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik
dan Persandian.

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
Menjelaskan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja

Pelavanan Tantanocan Aan Palhiana Ninac Kamnnilaci Infarmatil-a  Qtatictil dan
A A P W AdAddd A -M‘M‘“‘b AL dddbdw & - AddAASA 0] L WAWE L

Persandian.

BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Berisikan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala
daerah, Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata

Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentian lsu-

Strategis.
BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka

BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan
Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAR 7 KINERIA PENYELENGGAR A AN BIDANG URUSAN
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Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima
tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMD.

BAB 8 PENUTUP
Merupakan bagian penutup dari Renstra Diskominfo yang merupakan kata simpulan

. e
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3 | Alat Ukur Global Positioning system 1 baik
4 | Rak Kayu 2 baik
5 | Filling Cabinet Besi 4 baik
6 | Brangkas 1 baik
7 | Lemari Sorok 1 baik
8 | Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Lain- 2 baik
Lain
9 | CCTvV 1 baik
10 | Alat Pengahancur Kertas 2 baik
11 | Papan Pengumuman 1 baik
12 | Meja Kerja Besi/Metal 1 baik
13 | Meja Kerja Kayu 9 baik
14 | Kursi Besi/Metal 1 baik
15 | Kursi Kayu 11 baik
16 | Meja rapat 2 baik
17 | Meja Resepsionis 1 baik
18 | Meja 1/2 Biro 27 baik
19 | Kursi Rapat 8 baik
20 | Kursi Tamu 1 baik
21 | Meja Komputer 1 baik
22 | Sofa 2 baik
23 | Tulisan Staindles Command Center 1 baik
24 | Lemaries 1 baik
25 | AC 22 baik
26 | Outdor Unit 1 baik
27 | Exhaust 2 baik
28 | Alat dapur/Yong Ma 1 baik
29 | Televisi 3 baik
30 | Wireless 3 baik
31 | Microphone 1 baik
32 | Kaca Hias 3 baik
33 | Karpet 1 baik
34 | Senter 1 baik
35 | Meja Pejabat Eselon |l 1 baik
36 | Meja Tamu Biasa 2 baik

Page | 7



37 | Kursi Kerja Pejabat Eselon || 2 baik
38 | Kursi Kerja Pejabat Lain-lain 13 baik
39 | Lemari Buku Untuk arsip Dinamis 5 baik
40 | Audio Video Selector 1 baik
41 | Uninterruptible Power Supply (UPS) 3 baik
42 | Camera+Attachment 29 baik
43 | Proyektor+Attachment 1 baik
44 | Peralatan studio Lain-lain 3 baik
45 | Tripod Kamera 2 baik )
46 | Lensa Kamera 1 baik
47 | Alat Penyimpan Data 1 baik
48 | Pesawat Telephone 2 baik
49 | Handy Talky 3 baik
50 | Handphone 4 baik
51 | Peralatan Pemancar 1 baik
52 | Switcher Antena 3 baik
53 | Switcher/ Menara Antena 2 baik
54 | Genset 1 baik
55 | Voltmeter 2 baik
56 | Alat Ukur Takaran air 1 baik
57 | Frequency Counter 1 baik
S8 | Digital Handycam VHSC 1 baik
59 | Layar Proyektor 1 baik
60 | Thermometer 1 baik
61 | Mini Komputer 2 baik
62 | Local Area Network 39 baik
63 | PC Unit 5 baik
64 | Laptop 15 baik
65 | Note Bok 1 baik
66 | Personal Komputer Lain 17 baik
67 | Magnetic Tape Unit 2 baik
68 | Peralatan Mini Komputer lai-Lain 2 baik
69 | Monitor 14 baik
70 | Printer 16 baik
71 | Peralatan Personal Komputer Lain-lain 130 baik
72 | Finger Print Scanner 1 baik
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73 | Server 3 baik
74 | Router 2 baik
75 | Peralatan Jaringan Lain-Lain 14 baik
76 | Tiang Antene 7 baik
77 | Bangunan Gedung Kantor Permanen 1 baik
78 | laringan Listrik 2 baik
79 | Jaringan Distribusi 1 baik
80 | Jaringan Listrik Lainnya 1 baik
81 | Bahan Perpustakaan 1 baik
82 | Bahan Perpustakaan Tercetak 1 baik
83 | Buku llmu Pengetahuan praktis 1 baik
84 | Teknologi 1 baik
85 | Aset Tetap dalam renovasi 3 baik
86 | Aset Tidak Berwujud 7 baik
87 | Software 5 baik
88 | Kajian 2 baik

2.2.2 Sumber Daya Manusia
Jumlah pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Pangandaran adalah 23 orang.

Tabel 2.1 Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin

No | Jenis Kelamin Jumlah (orang)
1. | Laki- laki 19
2. | Perempuan 4
Total 23

Tabel 2.2 Jumlah pegawai berdasarkan pangkat golongan

No | Pangkat/Golongan Jumlah (orang)
1. | Pembina Utama Muda, IV/c 2
2. | Pembina Tk.I, IV/b 1
3. | PembinalV/a 2
4. | Penata Tk.I, I1I/d 1
5. | Penata, Ill/c 2
6. Penata Muda, IIl/a 11
7. | Pengatur, Il/c 3
8. | Pengatur, Il/c 2
9. | Pengatur Muda Tk.I, II/b 1
Total 23
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2.3

24

Tabel 2.3 Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

No | Pendidikan Jumlah (orang)
1. |82 4
2. }S1 15
3. | D3 2
4. | SMA/SMK/Sederajat 2
Total 23

Tabel 2.4 Jumlah pegawai berdasarkan eselonering

No | Eselon Jumlah (orang)
1. | EselonlI 1
2. | EselonIII 3
3. | EselonlV 3
4. | Fungsional Tertentu 6

Total 13

Tabel 2.5 Jumlah pegawai berdasarkan jabatan

No | Jabatan Jumlah (orang)
1. | Kepala Dinas 1

2. | Sekretaris 1

3. | Kepala Bidang 2

4. | Kepala Seksi 1

5. | Kepala Sub Bagian 2

6. | Pelaksana/Fungsional Umum 10

7. | Fungsional Tertentu 6

Total 23

Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Pelayanan yang manjadi tugas Kominfo adalah pelayanan dalam bidang komunikasi dan
informatika yang salah satunya bidang aplikasi, informatika dan persandian dan informasi,
komunikasi publik dan statistik yang salah satunya pengelolaan pengaduan pelayanan publik,

dan pengelolaan data statistik sektoral .

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika,

Statistik dan Persandian

Tantangan dan potensi program pembangunan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian dalam rangka mendukung seluruh fokus pembangunan pemerintah Kabupaten
Pangandaran tahun 2021-2026, antara lain sebagai berikut:

Page | 10



10.

. Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi, menyebabkan terbatasnya akses

masyarakat terhadap informasi dan jangkauan penyebaran informasi yang tidak merata.
Peneydiaan infrastruktur komunikasi dan informasi yang hampir seluruhnya mengandalkan
peran dunia usaha menyisakan blank spot di wilayah non komersil,

Belum optimalnya penerapan TIK pada seluruh lembaga pemerintahan daerah;

Rendahnya kapasitas SDM umumnya dan SDM aparatur khususnya sebagai pendukung
utama pemanfaatan TIK;

Belum terintegrasinya aplikasi layanan e-Government antar SKPD. E-Government
(electronic government) adalah suatu pemanfaatan teknologi informasi, baik internet maupun
non internet, untuk menyediakan pelayanan yang lebih nyaman, efektif dan efisien terhadap
warga dan organisasi itu sendiri atas informasi dan pelayanan pemerintah;

Perlunya penataan dan pembenahan tata kelola yang berkaitan dengan pemanfataan
teknologi informasi dan komunikasi sebagai standar/pedoman pengembangan, pembangunan
dan penerapan SPBE;

Rendahnya kapasitas SDM di bidang statistik sebagai penunjang pelaksanaan Statistik
sektoral Kabupaten Pangandaran;

Belum optimalnya pengelolaan data statistik sektoral dikarenakan rendahnya pemahaman
akan pentingnya data statistik sektoral sebagai bahan penunjang perencanaan pembangunan
daerah;

Perlu adanya penataan regulasi dan peningkatan serta tata kelola statistik sektoral daerah,
serta menunjang Satu Data Indoensia;

Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pengelolaan statistik sektoral;

Belum optimalnya kemitraan dengan lembaga atau instansi lain dalam pengelolaan statistik

sektoral.

2.5 Capaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kinerja dan Realisasi Tahun 2018

No Sasaran Target | Realisasi | Capaian(%)
1 | Meningkatnya Akuntabilitas Dinas B BB 101,77 |
2 | Publikasi Data Statistik Sektoral yang Akuntabel 3 3 100
3 | Meningkatnya Tatalaksana Pemerintahan Berbasis 1 1,50 150
elektronik
Kinerja dan Realisasi Tahun 2019
No Sasaran Target | Realisasi | Capaian(%)
1 | Meningkatnya Akuntabilitas Dinas B BB 1349
2 | Publikasi Data Statistik Sektoral yang Akuntabel 3 1 0,33
3 | Meningkatnya Tatalaksana Pemerintahan Berbasis 2 2,32 116
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elektronik

Kinerja dan Realisasi Tahun 2020

No Sasaran Target | Realisasi | Capaian(%)
1 | Meningkatnya Akuntabilitas Dinas B A 125
2 | Publikasi Data Statistik Sektoral yang Akuntabel 5 0 0
3 Meningkatnya Tatalaksana Pemerintahan Berbasis 2,25 3,02 134
elektronik
Kinerja dan Realisasi Tahun 2021
No Indikator Kinerja Target | Realisasi | Capaian(%)
1 | Nilai LHE Akip DIskominfo 89,46 64,95 72,60
2 | Persentase Aplikasi yang dimanfaatkan secara baik 76 95,52 125
3 | Persentase pengamanan informasi daerah 55 74,62 135
3 | Persentase penyebaran informasi publik 50 80 160
4 Persentase pemenuhan ketersediaan data statistik 20 4,16 20,8

sektoral
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BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Dinas

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Sasaran Pembangunan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Pangandaran adalah
menyediakan layanan e-government yang memadai disertai pengelolaan pusat data daerah
sebagai kekayaan strategis pemerintah daerah. Dengan pelayanan berbasis elektronik, citra
birokrasi yang bersih, profesional dan siap melayani akan lebih mudah tercapai. Masyarakat
juga dapat terlayani dengan lebih cepat, hemat waktu dan biaya, serta terukur dalam banyak
hal, seperti pembiayaan hingga pelayanan tunggal satu pintu. Untuk mewujudkan sasaran
tersebut, dibutuhkan kinerja yang baik tidak hanya dari sisi aparat pemerintah, tetapi juga
masyarakat. Pemanfaatan TIK untuk hal positif dan bermanfaat akan menunjang kreativitas
dan daya saing di tingkat regional maupun nasional. Dengan meningkatnya masyarakat yang
melek TIK, akses masyarakat terhadap informasi publik akan meningkat.

Adapun beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Komunikasi,

Informatika, Statistik dan Persandian diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi, menyebabkan terbatasnya akses
masyarakat terhadap informasi dan jangkauan penyebaran informasi yang tidak merata.
Penyediaan infrastruktur komunikasi dan informasi yang hampir seluruhnya
mengandalkan peran dunia usaha menyisakan blank spot di wilayah non komersil;

2. Belum optimalnya penerapan TIK pada seluruh Lembaga pemerintahan daerah;

3. Rendahnya kapasitas SDM umumnya dan SDM aparatur khususnya sebagai pendukung
utama pemanfaatan TIK;

4. Belum terintegrasinya Aplikasi Layanan e-Government antar SKPD. E-Government
(electronic government) adalah suatu pemanfaatan teknologi informasi, baik internet
maupun non internet, untuk menyediakan pelayanan yang lebih nyaman, efektif dan
efisien terhadap warga dan organisasi itu sendiri atas informasi dan pelayanan
pemerintah;

5. Perlunya penataan dan pembenahan tata Kelola yang berkaitan dengan pemanfataan
teknologi informasi dan komunikasi sebagai standar/pedoman pengembangan,
pembangunan dan penerapan SPBE;

6. Rendahnya kapasitas SDM di bidang statistik sebagai penunjang pelaksanaan statistik
sektoral Kabupaten Pangandaran;

7. Belum optimalnya pengelolaan data statistik sektoral karena rendahnya pemahaman akan
pentingnya data statistik sektoral sebagai bahan penunjang perencanaan pembangunan

daerah;
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8. Perlu adanya penataan regulasi dan peningkatan serta tata kelola statistik sektoral daerah,
serta menunjang satu data Indonesia;

9. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pengelolaan statistik sektoral;

10. Belum optimalnya kemitraan dengan lembaga atau instansi lain dalam pengelolaan

statistik sektoral.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Untuk menunjukkan prioritas pembangunan daerah yang dirumuskan dalam agenda prioritas

yang tertuang dalam visi dan misi Kabupaten Pangandaran yang kemudian diterjemahkan ke

dalam agenda RPJMD Tahun 2021 - 2026, yaitu:

Visi Jangka Menengah Kabupaten Pangandaran

“ PANGANDARAN JUARA MENUJU WISATA BERKELAS DUNIA YANG

BERPIJAK PADA NILAI KARAKTER BANGSA “

Misi Jangka Menengah Kabupaten Pangandaran, antara lain :

1. Mengembangkan Wisata dengan Memperluas Akses dan Penataan Berkelanjutan;

2. Mengembangkan aksesbilitas Pendidikan sampai perguruan tinggi, dan peningkatan
kesejahteraan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan;

3. Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal;

4. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang beriman taqwa dan mewujudkan kerukunan
kehidupan beragama;

5. Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel;

6. Peningkatan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan mitigasi bencana yang

terintegrasi dan berkelanjutan.

Dari enam Misi Pemerintah Daerah tersebut, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian hadir untuk menyokong kesuksesan
pembangunan pada Misi ke-5 yaitu Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif,
efisien, dan akuntabel dengan tujuan Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang

mampu memberikan pelayanan publik yang prima

Untuk dapat menciptakan birokrasi yang melayani, efisien dan Akuntabel tentulah harus ada
perubahan paradigma, pola dan cara dalam menghadirkan layanan pemerintah kepada
masyarakat. Hal yang paling realistis di era teknologi informasi seperti sekarang ini adalah
dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkan

pemerintahan yang lebih dekat kapada masyarakat.
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3.3 Telaahan Renstra Kementrian Komunikasi dan Informatika dan Renstra Pemerintah
Provinsi .Jawa Barat
Sasaran Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 - 2024 adalah
sebagai berikut:
SS.1 Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
SS.2 Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
SS.3 Meningkatnya konektivitas layanan pos;
SS.4 Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional;
SS.5 Meningkatnya pemanfaatan spelktrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan
layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
SS.6 Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;
SS.7 Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
SS.8 Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
SS.9 Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
SS.10 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Penataan ruang dimaksudkan untuk mengatur pola sebaran sehingga terjadi pemerataan
pembangunan di Kabupaten Pangandaran. Pembagian wilayah itu sendiri diantaranya
penentuan zona pendidikan, zona wisata dan agrowisata, zona industri, zona perdagangan,
zona pemukiman, zona pertanian, zona perkebunan dan yang lainnya.

Tujuan penataan ruang itu sendiri adalah untuk mewujudkan terselenggaranya pemanfaatan
ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan
daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efisien.

Diskominfo dalam merancang berbagai program/kegiatan harus ramah lingkungan.
Penyelenggaran komunikasi dan informatika tidak lepas dari wawasan lingkungan sehingga
ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat dari berbagai wilayah dapat

tercapai.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan

pelayanan diantaranya adalah :

a. Lemahnya regulasi tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
terutama kaitan penerapannya, mayoritas penggunaan aplikasi tanpa payung hukum,

b. Belum terintegrasinya aplikasi yang digunakan dan berjalan masing-masing,
kecenderungan dalam pembuatan/pengembangan aplikasi tidak dikoordinasikan
dengan instansi lain yang terkait dengan bisnis proses yang akan disistemkan, ego

sektoral masih sangat tinggi;
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Keterbukaan yang masih sangat lemah, masih tingginya anggapan bahwa semua data
adalah rahasia padahal data yang telah diolah menjadi informasi haruslah disampaikan
kepada publik dan masyarakat dapat dengan mudah mengaksesnya,

Kemitraan dengan pihak lain baik swasta atau pemerintah daerah lain tidak dimanfaatkan
secara optimal, sehingga kerjasama yang telah dijalin tidak terlihat hasil dan aksinya,
kurangnya inisiatif menjadi hambatan tersendiri,

Kemampuan SDM dalam pengelolaan pemanfaatan TIK masih dalam kategori rendah,
tidak terdapatnya SDM yang benar-benar menguasai TIK sehingga tidak ada inisiator dan
motivator sebagai penggerak pemanfaatan TIK secara optimal sebagai daya dukung

pengelolaan proses bisnis pemerintahan yang lebih efisien dan akuntabel.
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BAB 1V
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan

Persandian

4.1

4.2

Tujuan

Tujuan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mengacu kepada
tujuan RPJMD dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terkait
pada tujuan yaitu “Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu
memberikan pelayanan publik yang prima”. Tujuan tersebut dicapai sesuai dengan
kewenangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yaitu dengan cara
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam membangun/mengembangkan
sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagai wujud kehadiran pemerintah daerah
bagi masyarakat Kabupaten Pangandaran.

Sasaran Strategis

Sasaran adalah upaya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan
daerah.

Sasaran strategis pembangunan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian tahun 2021 - 2026 adalah :

“Implemntasi  Penyelenggaraan  e-Government dan  Peningkatan  Kualitas
Pengelolaan,Penyebaran dan pemerataan Informaei Publik”.

Sasaran tersebut disusun berdasarkan 3 Fokus utama urusan bidang Komunikasi dan
Informatika, yaitu :

a. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai leading sektor di
bidang bidang aplikasi, informatika dan persandian;

b. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai regulator yang
mengatur kebijakan di bidang optimalisasi pemanfaatan TIK;

c. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai bagian dari sistem
birokrasi pemerintah daerah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan
pelayanan publik yang prima.

Sasaran yang menjadi prioritas urusan komunikasi dan informatika upaya
pencapaiannya adalah mengembangkan sistem elektronik yang terintegrasi dan lebih
berdaya guna, pendataan dan pemetaan sistem elektronik, pemanfaatan sarana media
sosial.

Fokus pencapaian sasaran pada urusan persandian adalah pengamanan keaslian
dokumen elektonik dengan pemanfaatan sertifikat elektronik.

Fokus. pencapaian sasaran pada urusan statistik adalah pemanfaatan sistem informasi

dalam pengumpulan data statistik sectoral.
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4.2 Isu Startegis
1. Data dalam buku Kabupaten dalam angka tidak lengkap
2. Belum optimainya penerapan kebijakan satu data
3. Cakupan Layanan Telekomunikasi belum merata pada setiap wilayah
4. Masih  rendahnya  pelatihan penggunaan teknologi dan informasi kepada
masyarakat di tingkat kecamatan

5. Penyebarluasan informasi publik belum optimal
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Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi,Informatika,Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran

. . . . Kondisi Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke- Kondisi Kinerja
N T indikator Tujuan Sasaran Indikator Sas Satuan
© o ' ! ' 2 atan | awal | 2021 | 2022 | 2023 | 202a | 2025 | 2026 | Akhir Periode
1 |Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata {Indeks SPBE Indeks | 3,02 2,38 3,04 3,05 3,1 3,2 3,25 3,25
kelola pemerintahan yang baik {good Implementasi Penyelenggaraan e-
governance) Government Pfersentase aplikasi yang' % n/a 7% 79 82 85 88 90 90
dimanfaatkan secara baik
Persentase pengamanan informasi
BEn % n/a 55 60 65 70 75 80 80
daerah
Peningkatan Kualitas Persentase penyebaran informasi
Pengelolaan,Penyebaran dan publik % n/a 50 55 60 65 70 75 75
Pemerataan Informasi Publik Persentase pemenuhan ketersediaan
data statistik sektorak % n/a 20 25 30 35 40 45 45
Nilai Sakip s 66,90- | 67,25- | 69,25- | 72,25- | 76,25- | 81,25-
Nikai 66,73 8 -
b 67,15 | 69,00 | 72,00 | 76,00 | 81,00 | 85,00 | 31258500
‘N'Ial = Nifai 89,26 89,46 89,66 89,76 90,12 90,48 90,84 90,84

Meningkatnya Akuntabilitas Dinas




BAB YV
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam
setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditandai dengan makin
efektifnya penerapan e-government untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern dan
meningkatnya implementasi open government pada seluruh instansi pemerintah daerah.

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan perlu
ditentukan strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh guna mewujudkannya.

Strategi yang akan ditempuh guna mewujudkan cita-cita pembangunan dalam bidang
komunikasi dan informatika, statistik dan persandian antara lain :

1. Menciptakan layanan pemerintah yang terbuka, efektif dan akuntabel.

Aparatur Pemerintahan itu sendiri perlu berbenahi untuk dapat meningkatkan kapasitas dan
ketangguhan dalam mengelola diri, maka perlu adanya perbaikan dalam pengelolaan
administrasi dan manajemen sumberdaya untuk dapat meningkatkan kinerja dan
produktifitas dalam data..

2. Penerapan sistem e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan
pembangunan yang sederhana, efisien, transparan dan terintegrasi.

Pembangunan pengembangan aplikasi pemerintahan pada setiap bisnis proses pemerintahan
yang terintegrasi satu sama lainnya adalah sebagai upaya menghadirkan proses yang
sederhana dan efisien sehingga dapat meringankan kinerja aparatur dan mendorong
meningkatnya produktifitas kinerja.

Penggunaan aplikasi memang rentan terhadap tangan-tangan jahat dan penyusup maka dari
itu perlu adanya pengamanan sistem informasi yang terstandar (yaitu standar yang
dikeluarkan oleh BSSN [Badan Siber dan Sandi Negara]).

3. Pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik.
Membangun keterbukaan informasi publik membutuhkan upaya untuk membuka pola pikir
dan kesadaran bahwa keterbukaan dapat menumbuhkan kepercayaan publik akan kehadiran
pemerintah dalam membangun masyarakat.

4. Menghadirkan data statistik sektoral Kabupaten Pangandaran yang valid.

Pengukuran keberhasilan pembangunan dengan disajikannya publikasi data statistik sektoral

sebagai bahan evaluasi sudah sejauh mana pembangunan dijalankan..
Untuk dapat mengimplementasikan strategi yang telah dipilih diperlukan dukungan kebijakan

dari pemangku kebijakan agar tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat berjalan dan dilaksanakan

pada semua lini untuk suksesnya pembangunan.
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Adapun arah kebijakan yang diambil untuk dapat menjalankan strategi peembangunan untuk

mencapai tujuan dan sasaran pada bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian,

antara lain :

1.

Meningkatkan layanan administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien.

2. Meningkatkan disiplin dan kinerja aparatur dengan memberikan dorongan, motivasi, arahan,

monitoring dan evaluasi.

3. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana sebagai penunjang kinerja aparatur.

. Penguatan kebijakan dan tatakelola penyelenggaraan e-government,

Kebijakan adalah dasar dari pelaksanaan atau penerapan suatu hal dalam pemerintahan,
kebijakan adalah acuan atau pedoman penyelenggaraan baik itu kebijakan pusat atau provinsi
dan diperkuat dengan diterbitkannya peraturan di daerah sebagai juklak dan juknis atau
penegas peneraparan suatu sistem penunjang pemerintahan yang berbasis elektronik.

Sistem yang telah dibangun perlu dijalankan dan dalam perjalanannya memerlukan
pengelolaan yang baik sehingga kinerja suatu sistem dapat optimal dan menghasilkan

dayaguna.

. Mengembangkan dan penguatan sistem dan infrastruktur e-government serta kelembagaannya,

Perkembangan teknologi begitu cepat dalam laju pertumbuhannya, maka sistem yang ada
perlu terus dikembangkan untuk menyesuaikan dengan teknologi terbarukan, sistem elektronik
memang rentan terhadap tangan-tangan jahat dan penyusup maka dari itu perlu adanya
penguatan dan pengamanan sistem informasi yang terstandar.

Dalam penerapan sistem elektronik tentu tidak bisa dihindarkan dari kebutuhan
infrastrukturnya, semakin banyak sistem dan data akan membutuhkan dukungan infrastruktur
yang memadai juga, serta dibutuhkannya ketangguhan, kehandalan dan keamanan
infrastruktur itu sendiri.

. Mengintegrasikan Sistem Elektronik antar SKPD,

Mengacu pada peraturan perundang-undangan bahwa setiap sistem yang dibangun harus dapat
diintegrasikan dengan yang lainnya, pengembangan sistem berbagi pakai dalam pengolahan

data adalah suatu keniscayaan yang harus segera direalisasikan di Kabupaten Pangandaran.

. Publikasi informasi publik kedalam website masing-masing OPD,

Salah satu bentuk keterbukaan informasi publik adalah dengan akselerasi publikasi informasi
melalui aplikasi daring yaitu web site tiap-tiap perangkat daerah, sehingga dapat diakses oleh
publik kapan saja dan dimana saja, informasi yang dipublikasikan tentunya harus dapat
dipertanggung jawabkan dan selalu diperbaharui secara up to date, sehingga kebutuhan

masyarakat akan informasi dapat terpenuhi.

. Diterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP) layanan publik,

Pedoman dan alur pelaksanaan kegiatan atau SOP, maka untuk terdapatnya keseragaman
dalam pelaksanaan pelayanan publik maka perlu disusun dan ditetapkan SOP Pelayanan

Publik berdasarkan bisnis proses dari masing-masing layanan yang diberikan.
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9. Mengkoordinasikan penyusunan data statistik sektoral Kabupaten Pangandaran dengan BPS,
dalam hal ini BPS kabupaten Ciamis. Keterwakilan dalam pengambilan sampel akan menjadi
tolok ukur tingkat akurasi perhitungan data statistik yang dihasilkan, sehingga akan

merepresentasikan data yang akurat.
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Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi,Informatika,Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran

VIS! :Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia Yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa

MISI : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Yang Melayani,Efektif Efisien,dan Akuntabel

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Formulasi

Strategi

Arah Kebijakan

Meningkatkan kualitas dan
kapasitas tata kelola
pemerintahan yang baik
(good governance)

Implementasi
Penyelenggaraan e-
Government

Persentase aplikasi yang
dimanfaatkan secara baik

Jumlah Aplikasi yang di
manfaatkan / jumlah aplikasi
yang ada di kabupaten
pangandaran X 100 %

Optimaliasi pemanfaatan
sistem elektronik yang di
bangun dan di jalankan serta
penghapusan sistem
elektronik yang tidak terpakai

mengembangkan sistem
elektranik yang
terimtegrasi dan lebih
berdaya guna

Persentase pengamanan
informasin daerah

Jumlah aplikasi yang
menerapkan sistem
keamanan elektornik /
jumlah aplikasi yang ada di
kabupaten pangandaran X
100 %

peningkatan penerapan
pengamanan sistem
elektronik secara menyeluruh

pengamanan keaslian;
dokumen elektonik dengan
pemanfaatan sertifikat
elektronik

Peningkatan Kualitas
Pengelolaan,Penyebaran
dan Pemerataan
Informasi Publik

Persentase penyebaran
informasi publik

jumlah media penyebaran
informasi publik yang
terlaksana/ jumlah media
penyebaran informasi publik
yang ditargetkan X 100 %

optimalisasi sarana media
sosial yang ada

pemanfaatan sarana media
sosial

Persentase pemenuhan
ketersediaan data
statistik sektoral

jumlah perangkat perangkat
daerah yang menyerahkan
publikasi statistik / jumlah
seluruh perangkat daerah (
produsen data )X 100 %

optimalisasi pemanfafatan
forum satu data

pemanfaatan sistem
informasi dalam
pengumpulan data statistik
sektoral




Nilai LHE AKIP Diskominfo|Nilai LHE Akip

Meningkatnya
Akuntabilitas Dinas

Meningkatkan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah
(AKIP) Dinas

peningkatan akuntabilitas
dan penguatan evaluasi
atas akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah




BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta
memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi
pemerintah. Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri
dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya
manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa
atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran
(output) dalam bentuk barang/jasa.

Dalam Renstra Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Pangandaran tahun 2021 - 2026, program dan kegiatan mengacu pada tujuan dan
sasaran pada RPJMD, menguraikan tentang tujuan, sasaran, indikator sasaran, indikator kinerja
program, data capaian awal dan kondisi kinerja akhir serta target kinerja dan kerangka
pendanaannya. Dalam rangka memenuhi target kinerja dan berkontribusi dalam pembangunan
Jangka menengah periode tahun 2021 - 2026 dibutuhkan kerangka pendanaan yang memadai dan
kolaboratif. Pendanaan pembangunan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian akan bersumber dari Rupiah Murni, APBD Kabupaten Pangandaran, APBD Provinsi
Jawa Barat dan Bantuan APBN. Selain sumber pendanaan di atas, Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian juga akan memanfaatkan skema Kerjasama Pemerintah dan
Swasta untuk mendanai program kerja utama seperti Pembangunan pengembangan aplikasi
pemerintahan yang berbasis elektronik. Berikut adalah table Rencana Program, Kegiatan,
Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi, Informatika,

Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran tahun 2021 - 2026.
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TARGET SUB KEGIATAN

PROGRAM/KEGIATAN/SUB 2021 2022 2023 2024 2028 2026
KEGIATAN INDIKATOR AWAL
Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
Parsentase sarana prasarana kantor
yang terpenuhi
P lap keuangan deng
kualitas baik
Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah P N ingkatan kompetensi n/a 80% 3.483.107.878 N% 4.391.625.318 92% 4.612.100.000 93% 6,105.876.000 94% 5.094.650.000 95% 6§.547.250.000
Kabupaten /Kota -
aparatur
P P dan evaluasi
kinerja yang berkualitas
P per kinerja yang
disusun tepat waktu,Persentase
Kegiatan Perencanaan, dokumen penganggaran kinerja yang
Penganggaran. dan Evaluasf n/a 90% 27.000.000 N% 28.500.000 92% 36.300.000 93% 29.250.000 94% 29.250.000 95% 29.250.000
disusun tepat waktu,Persentase
Kinerja Perangkat Daerah
dokumen evaluasi yang disusun
tepat waktu
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan
Koordingasi dan Penyusunan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 1 1 1 50.0
Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Hasil Koordirasi Penyusunan n/a o0 -| 1Laporan 500.060 | 1 laporan 500.000 250.000 250.000 250.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Laporan Laporan Laporan
Realisasi Kinerja SKPD
Peyusunan Dokumen 3
Perencanaan Perangkat Daerah JumlainBokumen Pegencanaan n/a 3 Dokumen 27.000.000 | 3 Dokumen 28.000.000 | 3 Dokurnen 35.800.000 | Dokume 29.000.600 Dokt?men 29.000.000 ]gokumen 29.000.000
Perangkat Daerah °
Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
Persentase unit kerja yang nja 90% 2.604.352.148 % 2.828.500.000 92% 3.036.400.000 93% 3129.500.000 94% 3.229.500.000 95% 3.529.500.000
menyusun laporan kienrja keuangen
dengan baik
Penyediaan Gaji dan Tunjangan [Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan
ASN Tunjangan ASN n/a 20 Orang 2.559.352.148 26 Orang 2.800.000.000 | 27 Orang 3.000.000.000 O:aig 3.100.000.000 | 30 Orang 3.200.000.000 | 30 Orang 3.500.000.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan, 3 3 3 3
Pengujian/ Verifikasi Keuangan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan n/a 3 Dokumen 45.000.000 | 3 Dokumen 28.000.0G0 35.800.000 | Dokume 29.000.600 29.000.000 29.000.000
. . . Dokumen Dokumen Dokumen
SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD n
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Akhir n/a 0 ° 1laporan 250.090 ]ap(!ran 300.000 Lapolran 250.000 lap(:ran 250.000 I.ap;ran Lo
Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD B R | .




Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulan/Semesteran
SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/

Triwulanan/ Semesteran SKPD dan nj/a 0 - 1 laporan 250.060 300.000 250.000 250.000 | 1 laporan 250.000
Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Laporan Laporan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan /Semesteran
SKPD
Administrasi Barang Milik Jumiah barang milik daerah pada
Daerah pada Perangkat Daerah |perangkat daerah dalam kondisi baik 260
n/a 250 Unit 27.000.000 | 250 Unit 28.000.000 | 255 Unit 35.800.000 Unit 25.000.000 | 265 Unit 29.000.000 | 270 Unit 29.000.000
Penatausahaan Barang Milik 7 Jenis dan 1 1 1 1
daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan n/a 480 Unit 27.000.000 1 Laporan 28.000.000 Laporan 35.800.000,00 Laparan 25.000.000,00 Laporan 29000000 Laporan 29.030.000
Barang Milik Daerah pada SKPD
Adminsitrasi Pendapatan o . ingkatan retribaai
Daerah Kewenangan Perangkat ;-nz dlt‘ﬂl:ll pe:lngklt daerah n/a 5% 24.600.000 5% 28.000.000 5% 27.700.000,00 5% 23.000.000,00 5% 23000000 5% 24.000.000
daerah
. . 1
Pelaporan Pengelolaan Retribusi 1 1 1
Dactah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi n/a 1 Laporan 24.600.000 | 1 Dokumen 28.000.000 [/ .\ oo 27.700.000 | Dokume 23.000.000 | o 23.000.000 [ o 24.060.000
Daerah n
Administrasi K wall Persentase adminiatrasi ki i
Pe:ﬂ:;l:';n"::'" alan poranghat Sy ;.;"'h::’"“ un n/a 90% 22920000 | 2% 23.700.000 | 92% 24.800.000 | 93% 19.000.000 | 94% 20.000.000 | 95% 20.000.000
. . 3
Koordinasi dan Pelaksanaan ; P 3 3 3
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan i
Sistem Informasi Kepegawaian elakaandian Si2em Taformasi n/a 3 Kegiatan 22.920.000 | 3 Dokumen 23.700.000 Dokumen 24.800.000 Dok:me 19.000.000 Dokumen 20.000.000 Dokumen 20.000.000
Kepegawaian
Persentase administrasi umum
kat daerah yang baik
Administrasi U J kat |PETRRE yang
Dasrah T erangha n/a 90% 340.297.630 1% 450.655.318 | 92% 459.988.000 | 93% 405.926.000 | 94% 457.900.000 | 95% 458.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi |Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Listrik /Penerangan Bangunan Kantar 2 jenis 2 Jenis 4.264.030 1 Paket 3.510.000 1 Paket 5.243.000 | 1 Paket 5.626.000 1 Paket 7.000.000 | 1 Paket 7.000.000
Kantor yang Disediakan
Penyedi Peralatan d.
Poringlaoan Kanteh n/a 66 Jenis 51690950 | 1 Paket 100.000.000 | 1 Paket 100.000.000 | 1 Paket 50.000.000 | 1 Paket 50.000.000 | 1 Paket 50.000.000
grap Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Penyedi Peralatan R h .
Ta:'uym’“n cralatgn Suma Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga|  3J€PiS 4 Jenis 6505650 |  1Paket 7.895.318 | 1 Paket 7.910.000 | 1 Paket 8.000.000 | 1 Paket 8.100.000 | 1 Paket 8.200.000
yang Disediakan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor n/a 0 - - - 1 Paket 2.775.000 | 1 Paket 2.500.000 1 Paket 3.000.000 | 1 Paket 3.000.000
yang Disediakan
Penyedi Cetakan d
enyediean Barang Cetakan dan 3 Jenis 3 Jenis 8.000000 | 3 Paket 15.250.000 | 3 Paket 18.860.000 | 3 Paket 21.800.000 | 3 Paket 21.800.000 | 3 Paket 21.800.000

Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Penggandaan yang Disediakan




Penyediaan Bahan Bacaan dan

1

i i K E 18.000.000
Peraturan Perundang-undangan |Jumlah Dokumen Bahan Ba dan 1y Jenis 1 Jenis 18.600.000 | 1 Dekumen 24.000.000 Dokumen 25.200.000 Dok:me 18.000.000 Dokumen 18.000.000 Deokumen
Peraturan Perundang-Undangan yang
Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 26 26 30 32
. n/a 24 Laporan 251.837.000 | 24 Laporan 300.000.000 300.900.000 300.000.000 350.000.000 350.000.000
dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelengga laporan Laporan Laporan Laporan
Rapat Keordinasi dan Konsultasi SKPD
Keglatan Pengadaan Barang
Milik Dasrah Penunjang Urusan | a h milik n/a 90% 110.000.000 NM% 302.500.000 92% 230.000.000 93% 715.000.000 94% 535.000.000 95% 680.000.000
Pemerintah Daerah daerah yang teraalisasi
Pengadaan Mebel n/a 0 - S, Unit 32.500.000 - - | 10 Unit 35.000.000 - - [ 10 Unit 40.000.000
Jumlah Paket Mebel vang Disediakan
EP"“Z‘:‘:: Lc:::;: Fantonatan Jumlah Unit Gedung Kantor atau 1 Unit 1 Unit 110.000.000 | 1 Unit 120.000.000 | 1 Unit 130.000.000 | 1Unit [ 130.000.000,00( 1 Unit 130.000.000 | 1 Unit 140.000.000
Bangunan Lainnya yang Disediakan
Pengadaan Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendarsan Dinas Jumlah Unit Kendaraan Perorangan n/a 0 - - - - - 1 Unit 350.000.000 - - | 1 Unit 300.000.000
JJabatan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
yang Disediakan
cergadaan Kendaraan Dins | jymiah Unit Kendaraan Dinas n/a 0 - 2umt 150.000.000 - - | 1Uni -] 1Unit 250.000.000 | - -
Operasicnal atau Lapangan Operasgional atau Lapangan yang
Disediakan
PL:’::;:‘“ Peralatar dan Mesin B miaHignit Peralatan dan Mealh n/a 0 - - -| 6unit 100.600.000 | 13 Unit 200.000.000 | 8 Unit 155.000.000 | 15 Unit 200.000.000
Lainnya yang Disediakan
Kegiatan Penyedinan Jasa
Penunjang Urusan - - Jasa . — nj/a 90% 221.841.552 aNn% 535.800.000 92% 543.162.000 93% 556.100.000 94% 563.000.000 85% 569.000.000
Pemerintahan Daerah b irntaban yang dissdiakan
. 50
Penyedisan Jasa Surat Menyurat |Jumlah Laporan Penyediaan Jasa n/a 40 Buah 7.300.000 | 40 Laporan 8.800.000 45 9.000.000 45 9.000.000 | | s0 9.000.000 | | 9.000.000
Surat Menyurat Laporan Laparan poran poran
. o . 3 Rekening
Penyediaan Jasa Komunikasi, 3 Rekening dan 5 5 5 365.000.000 5 370.000.000
Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Bulan dBm]AI: 58x181.552 5 Laporan 357.000.000,90 Laporan 357.000.000 Laporan 360.000.000 Laporan . ) Laporan . .
Komunikasi, Sumber Daya Air dan u
Listrik yang Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan . 12 Bulan 3 3 3 3
Jumiah La; Penyedi J 156.350. K . K 187.100.000 189.000.000 190.090.000
Umum Kantor P:lr:yanan %or;t:nm ;Zﬁo:—a;:n gta.sa n/a dan 6 Orang 000 | 3Laporan 170.000.000 Laporan 177.162.000 Laporan lapora L:aporan
Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Persentase prasarana yang baik dan n/a 0% 105.096.548 "M% 165.970.000 92% 217.950.000 93% 203.100.000 94% 208.000.000 95% 208.500.000
Pemerintahan Daerah layak fu i
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Bigya Pemeliharaan dan Pajak =~ | @ ean Perorangan Dinag n/a 2 Unit 85281548 |  2unit 114.000.000 | 3 Unit 146.900.000 | 4 Unit 133.000.000 | 4 Unit 135.000.000 | 4 Unit 135.000.000

Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan

atau Kendaraan Dinas Jabatan yang

Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya




Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan

L. : n/a 3 Unit 10275 000 3.Unit 37.420.000 4 Unit 55.400.000 5 Unit 55.500.000 6 Unit 57.000.000 { 6 Unit 57.590.000
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Pemeliharaan Peralatan dan . . . . .
Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya n/a 5 Unit 7.500.000 S.Unit 8.650.000 10 Unit 9.050.000 | 6 Unit 8.000.000 5 Unit 9.000.000 | 8 Unit 9.000.000
yang dikelola
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan n/a 1 Unit 2.040.000 1 Unit 5.900.000 | 1 Unit 6.600.000 | 1 Unit 6.600.000 | 1 Unit 7.000.000 { 1 Unit 7.000.000
Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
P: Aplikasi Infa ika tingkat kematangan tata kelala spbe n/a 3 Indeks 442.323.780 | 3,1Indeks 1.630.000.000 3,2 1.655.000.000 3,3 1.495.800.000 3,4 1.922.000.000 3,8 1.776.350.000
e e 9 1 * M Indeks : ° ‘ Indeks 9 B B Indeks, Indeks
P lok nama d in yang [P t d in yang terkelola
telah ditetapkan olsh n/a 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pemerintah Pusat dan Sub 36.000.000 640.000.000 540.000.000 510.300.000 541.000.000 487.950.000
Domain di Lingkup Pemerintah (Persantase sub domain yang
Kabupaten/kota Salol n/a 80% 1% 82% 83% 84% 85%
Penatalakaaj:man dan Pcngawa‘man Jumlah Dokumen Penatalaksanaan 1 Domain 1 Domain
Nama Domain dan Sub Domain dan Pengawasan N Domain dan 1 1 1 1
ggaraan 41.000.000
dn]am?cnyelcngpraan Sub Domain dalam Penyelen, 36.000.000 | 1 Dokumen 40.000.060 Dokumen 40.000.000 | Dakume 40.000.000 Dokumen 41.000.000 Dokumen
Pemerintahan Daerah . n
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
n/a 20 Sub
Domain
Penyelenggaraan sistem jaringan |j;;miah Sistem Jaringan Intra n/a -] sune 600.000.000 | 5 Unit 500.000.000 | 7 Unit 470.300.000 | 10 Unit 500.000.000 | 15 Unit 446.950.000
intra pernerintah daerah Pemerintah Daerah
Persantase OPD yang memiliki
Kegiatan Pengelolaan E- layanan publik berbasis sistem
Gavernment di Lingkup alektronik nfa 59% 406.323.780 62% 990.000.000 65% 1.115.000.000 68% 985.500.000 | 71% 1.381.000.000 75% 1.288.400.000
Pemerintah Daerak Kab/Kota
sinkronisasi pengelolaan rencana (;,mlah Dokumen Hasil Sinkronisasi 1
induk dan anggaran | Pengelolaan Rencana Induk dan n/a - | 1Dokumen 250.000.000 - - - - | Dokumen 150.000.000 | - -
pemerintahan berbasis elektronik Anggaran Pemerintahan Berbasis
Elektronik
n/a 3 Unit
Pengelolaan pusat data Jumlah Pusat Data Pgmerintahan X X 3 . . 370.000.000
pemerintah daerah Daerah yang Dikelola 144.000 000 4 Unit 200.000.000 4 Unit 300.000.000 | 5 Unit 210.000.000 5 Unit 300.000.000 5 Unit X 5
n/a 5 Sistem
Pengembangan aplikaai dan Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis n/a 10 proses
proses bisnis pemerintahan Pemerintahan Berbasis Elektronik yang bisnis 109 800 000 4 Unit 200.000.000 5 Unit 200.000.000 | 6 Unit 200.500.000 7 Unit 250.000.000 8 Unit 201.500.000
berbasis elektronik Dikembangkan n/a 3 Sistem




Pengembangan dan pengelolaan

sumber daya teknologi informasi 1 Sumber 1 1 1
dan komunikasi pemerintah Jumlah Dokumen Pelaksanaan n/a Daya 152.523.780 | 1 Dokumen 340.000.000 Dobiaan 380.400.000 DOk:me 340.000.000 Dokumen 345.000.000 Dokumen 366.900.000
daerah Pengembangan dan Pengelolaan

Sumber Daya Teknologi Informasi dan

Komunikasi Pemerintah Daerah
Pengembangan dan Pengelolaan |Jumiah Dokumen Program Inovasi n/a o 1 1 | 1
Ekosistem Kabupaten/Kota yang Diimplementasikan Sesuai - - - | Dokumen 200.000.000 | Dokume 200.000.000 Dokumen 300.000.000 Dokumen 350.000.000
Cerdas dengan Masterplan Smart City nja 0 n

1

Monitoring evaluasi dan Pelaporan 1 1 36.000.000 1 37.000.000
pengembangan ekosistem SPBE | jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi n/a g - " | Dokumen 35.000.000 Dok:me 22,000,000 Dokumen . ) Dokumen e

dan Pelaporan Penvelenggaraan SPBE

P f inf i dan data
Program Penyelenggaraan elektronik yang aman
Persandian Untuk Pengamanan nj/a 15% 172.918.000 20% 200.000.000 25% 205.000.000 30% 205.000.000 35% 225.000.000 40% 240.000.000
Informasgi
Penyelenggaraan Persandian :’-;unta:o keli:::: :c‘;:gln:mn

niormasi pema: A, ara
::';::‘;‘t:i‘;::: nformas n/e 15% 149.898.000|  20% 150.000.000 | 25% 160.000.000 | 30% 160.000.000 |  35% 175.000.000 | 40% 180.000.000
kabupaten/kota
Pelaksanaan analisis kebutuhan |Jumlah Laporan Analjsis Kebutuhan n/a 1 Aplikasi
dan pengelolaan sumber daya dan Pengelolaan Sumber Daya plikast 1 1 1 175.000.000 1 180.000.000
keamanan informasi pemerintah |Keamanan Informasi Pemerintah 148:236.000 |  llgporan 150.860.060 Laporan 160.000.000 Laporan 160.000.000 Laporan T Laporan T
daerah kabupaten/kota Daerah Kabupaten/Kota

n/a 1 Aplikasi

Penetapan pola hubungan a
komunikasi sandi antar Jumlah prosedur komunikasi sandi 000.000 2 000 4 50.000.000 8 60.000.000
perangkat daerah antar perangkat daerah yang disusun n/a 1 Prosedur 22.920.000 | 1 Prosedur so. . Prosedur 5, : Pto:edu 4. -000 Prosedur ° : Prosedur
kahupaten/kota
Operasionalisasi jaring 1 Saluran 1 Perangkat 1 1 1 1
komunikasi sandi pemerintah Jumlah Perangkat Degrah yang n/a Komunikasi 22 920.000 Daerah 50.000.000 { Perangkat 45.000.000 | Prangkat 45.000.600 |Perangkat 50.000.000 |Perangkat 60.000.000
daerah kabupaten/kota Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi e Daersh Daerah Daerah Daerah

Sandi

Persentase tata kelola layansn

informasi publik
:::l:,:;::?kg;l::;:mm“l n/a 50% 1.522.139.974|  55% 1.771.000.000 |  60% 1.703.000.000 | 65% 1.859.062.000 | 70% 1.938.911.000 | 75% 2.011.090.000

Persentase tata kelola komunikasi

publik
Pengelolaan informasi dan :;::;:;:::a;::i :::.:onten yang
komunikaai publik pemerintah cpn elolaan m;dh masga dan n/a 55% 1.522.139.974 60% 1.771.000.000 65% 1.703.000.000 T0% 1.859.062.000 75% 1.938.911.000 80% 2.011.090.000
daerah kabupaten/kota peng

lainnya
perumusan kebijakan teknis Jumlah Dokumen Hasil Perumusan n/a 0 6 7 8 9
bidang informasi dan komunikesi |Kebijakan Teknia Bidang Informasi dan - - Dokumen 70.000.000 | Dokume 95.000.000 Dokumen 100.000.000 Dokumen 100.000.000
publik Komunikasi Publik n

n/a 0
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'F‘f‘:’;'.f"“g Opini dan Aspirasi | j,mlah Dokumen Hasil Monitoring nja 25 AOP'.“' dan, 30.999.974 | 26 Dokumen 34.000.060 Dok” 30.000.000 | Dokume 34.000.000 | k28 30.000.000 | k3° 35.000.000
i Opini dan Aspirasi Publik spirasi umen n okurnen okumen
monitoring informasi dan 2 2 2 2
penetapan agenda prioritas Jumlah Dokumen Hasil Monitoring n/a 0 - | 2Dakumen 34.000.000 Dokumen 30.000.000 | Dokume 34.000.600 Dokumen 32.911.000 Dokumen 35.000.000
komunikasi pemerintah daerah Informasi dan Penetapan Agenda n a
Prioritas Komunikasi Pemerintah
Daerah
Pengelolaan konten dan { 1 1 1
perencanaan media komunikasi |Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan n/a 0 - | 1bokumen 40.000.090 Dok 30.000.000 { Dokume 35.000.600 Dok 35.000.000 Pokurm 35.000.000
publik Konten dan Perencanaan Media okumen " umen umen
Komunikasi Publik
e 1 Media
Online
2
Pengelolaan Media dan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan 2 2 2
Komunikasi Publik Pengelolaan Media Komunikasi Publik n/a 4 Sosmed 87.340.000| 2 Dokumen 107.000.060 Dokumen 100.000.000 Dok:me 100.000.0600 Dokumen 110.000.000 Dokumen 110.000.000
n/a 0
n/a o]
48 Informasi 1 : 1 1
Pelayanan Informasi Publik Jumiah Dokumen Hasil Pelayanan n/a X 53.800.000 | 1 Dokumen 50.000.090 65.000.000 | Dokume 50.000.000 50.000.000 60.000.000
: ; Publik Dokumen Dokumen Dokumen
Informasi Publik n
:’t;g::ﬂt:’aik"pi’:.‘:m sumber daya n/a o -1 750rang 25.000.000 | 100 25.000.000 0150 25.000.600 0200 25.000.000 0203 26.000.000
publt Jumlah Sumber Daya Komunikasi orang rang rang rang
Publik yang Meningkat Kapasitasnya
n/a 0
Penyelenggaraan Hubungan Jumiah Dokumen Kemitraan dengan 3
Masyarakat, Media dan Kemitraan | 25Y2rakat, Media den Komunitas n/a 3 Media 1.350.000.000 | 3 Dokumen 1.481.000.000 3 1.300.000.000 | Dokume 1.396.062.000 3 1.476.000.000 3 1.500.000.000
Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Dokumen n Dokumen Dokumen
Program atau Kebijakan
n/a 0
Penyediaan/pengadaan sarana
dan prasarana pendukung
informasi dan komunikasi publik |Jumlah Sarana dan Prasarana nj/a 0 - - -1 6 Unit 53.000.000 | 10 Unit 90.000.600 | 15 Unit 80.000.000 | 16 Unit 110.000.000
pemerintah daerah Pendukung Informasi dan Komunikasi
kabupaten/kota Publik Pemerintah Daerah
Kabupaten /Kota
Program Penyelenggaraan Persentase publikasi data statistik o
Statistik Sektoral aektoral nfa 50% 176.999.871 55% 460.205.682 60% 450.000.000 65% 365.000.000 70% 400.000.000 75% 424.000.000
Penyelenggaraan statistik 3
Jumlah dokumen statistik sektoral 3 3 3 3
sektoral di lingkup daerah yang dipublikasikan n/a 1 Publikasi 176.999.871 Publikasi 460.205.682 Publikasi 450.000.000 | Puhlikax 365.000.000 Publikasi 400.000.000 Publikasi 424.000.000
kabupaten/kota i
n/a 1 Kegiatan
Koordinasi dan sinkronisasi Jumlah Dokumen Koordinasi dan
ngumpulan, pengolahan Sinkronisasi Pengumpulan 1 ! 1 1
pe T . . : L . . . . 176.899.871| 1 Dokumen 200.000.060 200.000.000 | Dokume 165.000.000 200.000.000 200.000.000
analisis dan diseminasi data Pengolahan, Analisis dan Diseminasi n/a 1 Kegiatan Dokumen n Dokumen Dokumen

statistik sektoral

Data Statistik Sektoral




n/a 1 Kegiatan

Peningkatan Kapasitas SDM
pemerintah daerah dalam 150 150 150 150
peningkatan mutu statistik Jumlah SDM yang Meningkat n/a -1 1500rang 40.205.682 Orang 50.000.000 Orang 50.000.600 Orang 50.000.000 Orang 51.000.000
daerah yang terintegrasi Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu

Statistik Daerah yang. Terintegrasi

e 3

Membangun metadata statistik 3 3 3
sektoral Jumlah Metadata Statistik Sektoral n/a - | 3Dokumen 100.000.000 Dokumen 100.000.000 | Dokurme 70.000.600 Dokumen 70.000.000 Dokumen 73.000.000

yang Dihimpun n
Pengembangan infrastruktur n/a - 1Unit 120.000.090 1 Unit 100.000.000 | 1 Unit 80.000.000 1 Unit 80.000.000 1 Unit 100.000.000

Jumlah Infrastruktur Statistik




BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk mencerminkan visi menjadi suatu yg konkrit dan dapat diukur, perlu adanya suatu

indikator yang dapat digunakan sebagai acuan pencapaian visi secara makro. Sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten

Pangandaran harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan
dan sasaran RPJMD.

Pada tahun 2021-2026 pembangunan komunikasi dan informatika akan menitik beratkan

kepada 1 (satu) sasaran strategis dengan indikator kinerja utama sebagai berikut :

Sasaran Strategis 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
SS.1 | Implementasi Penyelenggaraan
e-Government
IKS.1 | Persentase aplikasi yang dimanfaatkan 76
) 79 82 85 88 90
secara baik
IKS.2 | Persentase pengamanan informasi daerah 55 60 65 70 75 80
SS.2 | Peningkatan Kualitas
Pengelolaan,Penyebaran dan Pemerataan
Informasi Publik
IKS.2 | Persentase penyebaran informasi publik 50 55 60 65 70 75
IKS.2 | Persentase pemenuhan ketersediaan data
25 30 35 40 45
statistik sektoral 20
SS.3 | Meningkatnya Akuntabilitas Dinas
IKS.3 | Nilai LHE AKIP Diskominfo 89,46 | 89,66 | 89,76 | 90,12 | 90,48 | 90,84

Indikator tersebut diatas tentu mendukung sekali terhadap pencapaian kinerja pada RPJMD

yaitu indikator Indeks Reformasi Birokrasi pada tujuan daerah dan indikator Indeks SPBE pada

sasaran daerah, apabila indikator perangkat daerah berhasil dicapai maka indikator pemerintah
daerah pun akan mendapatkan hasil yang optimal yaitu dengan predikat Baik pada akhir periode
masa RPJMD.
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Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

RPJMD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten

Pangandaran

No

Indiaktor

Tujuan/Sasaran

Kondisi
Awal

Target Capaian Setiap Tahun

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Kondisi
Akhir

Persentase
aplikasi yang
dimanfaatkan

secara baik

76

79

82

85

88

90

90

Persentase
pengamanan

informasi daerah

n/a

55

60

65

70

75

80

80

Persentase
penyebaran

informasi publik

n/a

50

55

60

65

70

75

75

Persentase
pemenuhan
ketersediaan

data statistik

sektoral

20

25

30

35

40

45

45

Nilai LHE AKIP

Diskominfo

89,26

89,46

89,66

89,76

90,12

90,48

90,84

90,84
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BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2021 - 2026 yang akan dilaksanakan selama masa jabatan Bupati Periode 2021 - 2026.
Penyusunan Rencana Strategis tahun 2021 - 2026 menjadi suatu kegiatan yang sangat penting.
Kegagalan pencapaian sasaran pada tahun-tahun awal pelaksanaan rencana strategis akan
menyebabkan sasaran rencana strategis tidak tercapai.

Rencana kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang terdapat di
rencana strategis Perubahan tahun 2021- 2026 dan anggaran yang dibutuhkan telah berhasil
disusun dengan dilengkapi indikator untuk mengukur capaian dari setiap sasaran strategis yang
telah disusun. Target pencapaian Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian Tahun 2021- 2026 menantang dan mengharuskan semua elemen bekerja keras dan
bersinergi agar semua target tersebut tercapai, Pelaksanaan Renstra Perubahan ini sangat
memerlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur yang akan menentukan
keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Agar seluruh kegiatan
berada pada jalur yang benar, pelaksanaan rencana strategis perlu dimonitor dan dievaluasi secara
periodik. Untuk itu, dilakukan rapat kerja evaluasi pencapaian target triwulan, semesteran, dan

tahunan serta dioptimalkan dengan Laporan Kinerja (LKPJ).

Parigi, 0% Oktober 2022
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik Dan Persandian
Kabupaten Panganda

'JAJANURWAHUDA, ST., M.Dev.Plg
‘ embina Utama Muda, IV/c
NIP. 19720106 199803 1 002
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LAMPIRAN PEMUTAKHIRAN SUB KEGIATAN BARU

. Target Target
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN LAMA Indikator PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN BARU .
/ / 2025 2026 / / Indikator 2025 2026
Tingkat K t tata kelol Tingkat K t tat.
Program Aplikasi Informatika ingkat ematangan tata kelola 3,4 Indeks 3,5 Indeks Program Aplikasi Informatika ingkat Kematangan tata 3,4 Indeks 3,5 Indeks
spbe kelola spbe
Pengelolaan Nama Domain yang Telah di tetapkan Persentase Domain yang 100 100 Pengelolaan Nama Domain yang Telah di tetapkan Persentase Domain yang 100 100
Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Terkelola Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup  [Terkelola
Pemerintah Kabupaten/Kota Persentase Sub Domain yang 84 85 Pemerintah Kabupaten/Kota Persentase Sub Domain yang 84 85
terkelola terkelola
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
. Penatalaksanaan dan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Penge_lolaan Nama .
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan . . . Domain dan Sub Domain
. . Pengawasan Nama Domain dan Domain Penyelenggaraan Pemerintah .
Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Sub D in dal 1 Dokumen 1 Dokumen b h dan P ol N Pemerintah 1 Dokumen 1 Dokumen
ub Domain dalam aerah dan Pengelolaan Nama .
Daerah Kabupaten/Kota . . .g Daerah serta Domain
Penyelenggaraan Pemerintahan Domain Pemerintah Desa Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota Desa
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Jumlah Sistem Jaringan Intra 10 Unit 10 Unit
Daerah Pemerintah Daerah
Persentase OPD yang Mmeiliki Persentase OPD yan,
Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup ) yang Lo, Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup . yang ]
. Layanan Publik Berbasis Sistem 71% 75% . Mmeiliki Layanan Publik 71% 75%
Pemrintah Daerah Kabupaten/Kota . Pemrintah Daerah Kabupaten/Kota L .
Elektornik Berbasis Sistem Elektornik
Jumlah Dokumen Hasil Jumlah dokumen arsitektur
Sinkronisasi Pengelolaan SPBE
R Induk dan A Pemerintah Daerah yan
Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran encar.1a nauk dan r?ggaran Koordinasi Penyusunan dan/atau Reviu Arsitektur dan yang
. . . Pemerintahan Berbasis 1 Dokumen 1 Dokumen . memuat 6 1 Dokumen 1 Dokumen
Pemerintahan Berbasis Elektronik . Peta Rencana SPBE Pemeirntah Daerah ] i
Elektronik domain arsitektur dan peta
rencana
yang diusulkan
Jumlah Pusat Data Pemerintahan Jumlah Aplikasi SPBE
Daerah yang Dikelola Pemerintah
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 5 Unit 5 Unit Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional Daerah yang sudah 5 Aplikasi 5 Aplikasi
ditempatkan di
Pusat Data Nasional
Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Jumlah data dan informasi
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Pemerintahan Berbasis yang
& . & p Elektronik yang Dikembangkan 7 Unit 8 Unit Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi dipetakan berdasarkan 1 Dokumen 1 Dokumen
Berbasis Elektronik )
Arsitektur
SPBE pemerintah daerah
Jumlah Dokumen Program
| i Diimpl tasik Jumlah perangkat daerah yan
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem nova§| yang biimplementasikan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelengaraan Kabupaten P & B yang . .
Sesuai dengan Masterplan Smart 1 Dokumen 1 Dokumen mendapatkan sosialisasi 4 Unit 4 Unit
Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas . atau Kota Cerdas
City program
Kabupaten/Kota Cerdas




Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya

Jumlah Dokumen Pelaksanaan

Pengembangan dan Pengelolaan

Sumber Daya Teknologi

Jumlah dokumen
keterhubungan

1 Dokumen 1 Dokumen Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah sat kendali dengan Pusat 1 Dokumen 1 Dokumen
Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah |[Informasi dan Komunikasi v &8 ! I I g:ta I & !
Pemerintah Daerah .
Nasional
Jumlah Dokumen Monitoring,
- . Evaluasi dan Pelaporan Jumlah laporan hasil fasilitasi
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan L . .
Ekosistem SPBE Penyelenggaraan SPBE 1 Dokumen 1 Dokumen Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda |penyelenggaraan SPBE di 1 Laporan 1 Laporan
lingkungan
Pemda
Persentase Tata kelola Layanan Persentase Tata kelola
Inf i Publik, P t. L Inf i Publik
Program Informasi dan Komunikasi Punlik ntormasi FUBIT, ferse.n ase. 70% 75% Program Informasi dan Komunikasi Punlik ayanan Intormast FUblik, 50% 75%
Tata kelola Komunikasi Publik Persentase Tata kelola
Komunikasi Publik
Persentase Ketersediaan Konten Persentase Ketersediaan
P ol inf i dan K ikasi Publik yang di Publikasikan, Persentase P ol int i dan K ikasi Publik Konten yang di Publikasikan,
engelolaan Informasi dan Komunikasi Publi R o o engelolaan Informasi dan Komunikasi Publi o o
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pe‘ngelolaan Media Massa dan 75% 80% Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pers?ntase Pengelola}an 75% 80%
Lainnya Media Massa dan Lainnya
Jumlah Dokumen Hasil . o
Perumusan Kebiiakan Teknis Jumlah Strategi Komunikasi
. . . . J o 8 Dokumen 9 Dokumen Penyusunan Strategi Komunikasi Publik Publik 3 Dokumen 3 Dokumen
Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Bidang Informasi dan Komunikasi ;
yang disusun
Komunikasi Publik Publik
Jumlah rekomendasi
komunikasi
Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi Kebijakan,Opini dan Aspirasi terhadap isu publik yan
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik Monitoring Opini dan Aspirasi 28 Dokumen 30 Dokumen K & ! oP P pisup yang 5 Rekomendasi | 5 Rekomendasi
publik Publik berkembang
dan usulan agenda komunikasi
prioritas Pemerintah Daerah
Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Konten
Pengelolan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi |P lol Konten d i
g_ engelolaan fon e.n an L 1 Dokumen 1 Dokumen Juml'ah Konten Informasi 25 Konten 25 Konten
Publik Perencanaan Media Komunikasi Publik
Publik
Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Pengelolaan Media Jumlah media komunikasi
Komunikasi Publik publik
milik pemerintah daerah yan
Pengelolaan Media Komunikasi Publik 2 Dokumen 2 Dokumen Pengelolaan Media Komunikasi Publik kP ! yang 2 Media 2 Media

dikelola maupun pemanfaatan
media
berbayar sesuai kriteria/juknis




Jumlah Dokumen Hasil
Pelayanan Informasi Publik

Jumlah permohonan Informasi
Publik

Pelayanan Informasi Publik 1 Dokumen 1 Dokumen Pelayanan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai 2 Pemohon 2 Pemohon
peraturan
perundangan
o Jumlah ASN bidang komunikasi
Jumlah Sumber Daya Komunikasi ublik vane difasilitasi
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik Publik yang Meningkat 200 Orang 200 Orang Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik :wengilZutig 200 Orang 200 Orang
Kapasitasnya
P v bimtek/pelatihan
Jumlah Dokumen Kemitraan Jum|.an aktivitas refast
dengan Masyarakat, Media med!a kepada )
dan Komunitas dalam media yang memenuhi
Mendiseminasikan Informasi krll:erla berik
i i berikut: 1.
: Program atau Kebijakan sebagal beriku
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media P
g yK .gg K . g ¥ 3 Dokumen 3 Dokumen |Relasi Media terverifikasi dewan 3 Laporan 3 Laporan
an Kemitraan Komunitas pers, dan 2. terdaftar di
Dinas
Kominfo, dan 3. aktif dalam
kegiatan
relasi media
Jumlah Sarana dan Prasarana
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan
Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Komunikasi Publik Pemerintah 15 Unit - - -
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota
Persentase Publikasi Data Persentase Publikasi Data
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral L 70% 75% Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral L 70% 75%
Statistik Sektoral Statistik Sektoral
P | Statistik Sektoral di Lingkup D h [Jumlah Dok Statistik P ! Statistik Sektoral di Lingkup D h |Jumlah Dok Statistik
enyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daera umlah Do ume.n a.|s |. 3 publikasi 3 Publikasi enyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah [Jumlah Dol ume.n a.ls |. 3 publikasi 3 Publikasi
Kab/Kota Sektoral yang Dipublikasikan Kab/Kota Sektoral yang Dipublikasikan
. . L Jumlah Dokumen Koordinasi dan L . Jumlah kegiatan statistik
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, | _. . Penyelenggaraan Statistik Sektoral Sesuai Dengan
. . . o Sinkronisasi Pengumpulan, 1 Dokumen 1 Dokumen o . sektoral 1 Dokumen 1 Dokumen
Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral - Prinsip Satu Data Indonesia . .
Pengolahan, Analisis dan yang telah dilengkapi
Diseminasi Data Statistik Sektoral metadata
Jumlah SDM yang Meningkat Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral .
K it dalam Peninakat Jumlah pegawai yang
n m Penin n
X ) apasitas _y? alam Peningkata 150 Orang 150 Orang mendapatkan 150 Orang 150 Orang
Peningkatan Kapasitas SDM Pemerntah Daerah Dalam [Mutu Statistik Daerah yang ) o _—
. - . . . . pelatihan di bidang statistik
Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi Terintegrasi
Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral Persentase kegiatan statistik
Membangun Metadata Statistik Sektoral Jumlah Metadata Statistik 3 Dokumen 3 Dokumen sektoral 30% 30%

Sektoral yang Dihimpun

yang rilis tepat waktu




Pengembangan Infrastruktur

Jumlah Infrastruktur Statistik

1 Unit

1 Unit

Peningkatan Peran Statistik Sektoral Terhadap Sistem
Statistik Nasional

Persentase Perangkat Daerah
yang

menggunakan data Statistik
untuk

Perencanaan, Monitoring, dan
Evaluasi Pembangunan
dan/atau

Penyusunan Kebijakan

80%

80%




